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BUPATI ClANJUR 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIANJUR 

NOMOR 53 TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR, 

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah 
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan 
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah 
Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah scbagai acuan 
serta pedoman pembangunan di daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (dan 
sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat [2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 
cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 
2025. 

L. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah 
Bcberapakali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757) 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856]; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) supaya 
disempurnakan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 
2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 52,mn Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

11.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 3 
2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 
Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (€OVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 186); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

13. Peraturan Pesiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pclaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

15. Peraturan pesiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
101 ); 

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

17. Peraturan Presiden Nomor 11I  Tahun 2022 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 180); 

18. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang 
Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka 
panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka 
menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana 
pembangunan jangka panjang daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

tentang 
Negara 
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia 
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Pcnggunaan 
Alokasi Anggaran Untuk Kegiatatertentu, Perubahan 
Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negen Repubhk Indonesia 
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419]; 

25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum 
Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 
Bencana; 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); 

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 
tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2024-2026; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 
2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur 
Tahun 2011 Nomor 36 Seri D); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 tahun 
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D); 
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32. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2012 Nomor 45 Seri C); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 32). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. 

RENCANA KERJA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

• Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta 
perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Cianjur. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 
Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang 
dipimpin oleh camat. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi 
Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat 
dengan BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang 
melaksanakan tugas dan mengkoorordinasikan 
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan 
rencana pembangunan Daerah. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh tahun). 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk 
periode 5 (lima) tahun. 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang 
selanjutnya disingkat APBD adalan rencana keuangan 
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disctujui 
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan 
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. 

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya 
discbut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cianjur Tahun 2025. 

13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) 
tahun. 

14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode I (satu) tahun. 

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan 
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan 
Kerja Perangkat daerah. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

7.Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program­ 
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus 
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan 
bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, 
mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 
menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan 
pemerintah Daerah di mas yang akan datang. 

20. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara 
kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang 
direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin 
dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat 
perencanaan dibuat. 

2L.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau 
kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan 
pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ 
Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 
sebagai penjabaran strategi. 

22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus 
penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan 
secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD, 
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23. Program Pembangunan Dacrah adalah program strategis 
Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
scbagain instrumen arah kebijakan untuk mencapai 
sasaran RPJMD 

24. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas 
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka 
mencapai hasil (outcome) suatu program. 

25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/ program/sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi scbagai alat 
ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau 
sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil 
(outcome), dampak (impact). 

27. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud). 

28. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

29. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
beberapa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh. 

BAB II 

SISTEMATIKA PENYUSUNAN 

Pasal 2 

(l) Sistematika penyusunan RKPD terdiri atas: 

a Pendahuluan; 

b. Gambaran Umum Kondisi Daerah; 

c. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah; 

d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Dacrah; 

e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

g. Penutup. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 
dalam Lampiran sebagai bagian tidak tcrpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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BAB III 

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP 

Pasal 3 

antara 
dan 

sektor 
untuk 

daya 

RKPD bcrtujuan untuk mewujudkan sinergitas 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
pengawasan pembangunan antar wilayah, 
pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta 
mewujudkan efisiensi alokasi sumber 
pembangunan daerah. 

(2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman 
pembangunan di daerah tahun 2025. 

I 1 I 

(3) Fungsi RKPD adalah: 

a. Bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon dan 
Prioritas Anggaran Sementara dalam rangka 
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah tahun 2025; 

b. Bagi SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan 
rencana kerja perangkat daerah. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

pada tanggal 

memerintahkan 
penempatannya 

Ditetapkan di Cianjur 

pada tanggal I Juli 2024 

BUPATI CIANJUR, 

Ttd/cap. 

HERMAN SUHERMAN 

Diundangkan di Cianjur 

pada tanggal 2 Juli 2024 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 438 


